PEMERINTAH KOTA PANGKALPINANG

PERATURAN DAERAH KOTA PANGKALPINANG
NOMOR 1 TAHUN 2009

TENTANG

PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA PANGKALPINANG,

M enimbang: a. bahwa barang milik daerah sebagai salah satu unsur
penting dalam penyelenggaraan Pemerintahan dan
pembangunan Daerah, maka barang Daerah perlu
dikelola secara tertib agar dapat dimanfaatkanraeca
optimal untuk mendukung penyelenggaraan
Otonomi Daerah;

b. bahwa dalam upaya pengamanan barang Daerah,
perlu dilakukan pemantapan administrasi
pengelolaan secara profesional;

c. bahwa sesuai dengan Pasal 81 Peraturan P&atherin
Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang
Milik Negara/Daerah, mengamanatkan pengelolaan
barang milik daerah diatur dalam Peraturan Daerah;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu
membentuk Peraturan Daerah tentang Pengelolaan
Barang Milik Daerabh;

Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat Il termasuk Kotapraja
dalam lingkungan Daerah Tingkat | Sumatera
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Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang
Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 2043);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang
Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang
Perubahan Atas Undang-undang Nomor 8 Tahun
1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3041);

3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang
Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000
Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4033);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4286);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

6. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
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Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4389);

7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang Undang Nomor 12 Tahun 2008
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4844);

8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat
dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1971ngnta
Penjualan Kendaraan Perorangan Dinas Milik
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1971 Nomor 59, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 1967);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994ngnt
Rumah Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1994 Nomor 69, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3573);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 199@ngnt
Hak Guna Usaha/Hak Guna Bangunan dan Hak
Pakai atas Tanah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1996 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3643);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000
tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban
Keuangan dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi dan
Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik
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Indonesia Tahun 2000 Nomor 203, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4023);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2001rgnta
Pengamanan dan Pengalihan Barang Milik /
Kekayaan Negara dari Pemerintah Pusat kepada
Pemerintah Daerah dalam rangka pelaksanaan
Otonomi Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2001 Nomor 6, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4073);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 200arngnt
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4503)

15. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006rignta
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006
Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun
2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4855);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 200@rngnt
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara
Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi Dan
Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
4737);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 200@rngnt
organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4741);

18. Keputusan Presiden Nomor 81 Tahun 1982 tgntan
Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 134
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19.

20.

21.

22.

23.

24.

Tahun 1974 tentang Perubahan Penetapan Status
Rumah Negeri;

Keputusan Presiden Republik Indonesia Norflor 8
Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 120,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4330), sebagaimana telah diubah beberapa
kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Republik
Indonesia Nomor 95 Tahun 2007;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 153 hahu
2004 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah
Yang Dipisahkan;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun
2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana
Kerja Pemerintah Daerah, sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11
Tahun 2007,

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun
2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang
Milik Daerah;

Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 02
Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kota
Pangkalpinang (Lembaran Daerah Kota
Pangkalpinang Tahun 2008 Nomor 02 Seri D
Nomor 01);

Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 03
Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan
Organisasi Perangkat Pemerintah Kota
Pangkalpinang (Lembaran Daerah Kota
Pangkalpinang Tahun 2008 Nomor 03, Seri D
Nomor 02) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 07
Tahun 2008 (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang
Tahun 2008 Nomor 07, Seri D Nomor 05);
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Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA

PANGKALPINANG
dan
WALIKOTA PANGKALPINANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA

PANGKALPINANG TENTANG PENGELOLAAN
BARANG MILIK DAERAH.

BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1.

2.
3.
4

oo

10.

11.

Kota adalah Kota Pangkalpina

Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Pangkalpinan
Walikota adalah Walikota Pangkalpinang;

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnyebdisDPRD
adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Panilaaig;
Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kotgk@fpinang
Bagian Perlengkapan adalah Bagian PerlengkapanSeidatariat
Daerah Kota Pangkalpinang;

Satuan kerja Perangkat Daerah yang selanjutnybuti§KPD, adalah
perangkat daerah pada pemerintah Kota Pangkalpinang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selgajdisebut
APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja D&atzh
Pangkalpinang;

Unit kerja adalah bagian SKPD yang melaksanakanagat beberapa
program SKPD;

Barang Milik Daerah adalah semua barang yang déttali diperoleh
atas beban APBD atau berasal dari perolehan laiyauyg sah;
Pengelolaan Barang Milik Daerah adalah rangkaigiakan dan
tindakan terhadap barang milik daerah yang melipertencanaan,
penentuan kebutuhan, penganggaran, pengadaamirpaan,
penyimpanan, penyaluran, penggunaan, penatausgremanfaatan,
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12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24,

25,

pengamanan, pemeliharaan, penilaian,ngimpusan,
pemindahtanganan, pembinaan, pengawasan dan pafigand
pembiayaan dan tuntutan ganti rugi;

Pengelola barang adalah Pejabat yang berwenantgudgagung jawab
untuk melakukan koordinasi pengelolaan barang rigigrah sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Pembantu pengelola barang adalah pejabat yanghggrtag jawab
mengkoordinir penyelenggaraan pengelolaan baralik) daierah yang
ada pada SKPD;

Pengguna barang adalah Pejabat pemegang kewernzsnggunaan
barang milik daerabh;

Kuasa Pengguna Barang adalah Kepala Unit KerjaReg@bat yang
ditunjuk oleh pengguna barang untuk menggunakaanigamilik
daerah yang berada dalam penguasaannya,

Penyimpan barang adalah pegawai yang diserahs wgfak
menerima, menyimpan dan menyalurkan barang mikdtatg
Pengurus barang adalah pegawai yang diserahi tungalk mengurus
barang milik daerah dalam proses pemakaian yangiziap
SKPD/Unit Kerja;

Rumah dinas daerah adalah rumah yang dimiliki pksherintah
daerah yang ditempati oleh Pejabat tertentu atgawa Negeri Sipil;
Perencanaan kebutuhan adalah kegiatan atau tindakak
menghubungkan kegiatan yang telah lalu dengan keageng sedang
berjalan dalam rangka sedang menyusun kebutuhaatdan
pemeliharaan barang milik daerah yang akan datang;
Penentuan Kebutuhan adalah kegiatan atau tindakak u
merumuskan rincian kebutuhan pada perencanaanaqistpman
dalam melaksanakan pemenuhan kebutuhan dan peraalhaarang
milik daerah yang dituangkan dalam anggaran;

Penganggaran adalah kegiatan atau tindakan untukmmekan
penentuan kebutuhan barang daerah dengan memgarhakbkasi
anggaran yang tersedia;

Pengadaan adalah kegiatan untuk melakukan pemekabatuhan
barang daerah/jasa;

Penyimpanan adalah kegiatan untuk melakukan pesgnru
penyelenggaraan dan pengaturan barang persedidaftadi gudang
atau ruang penyimpanan lainnya;

Penyaluran adalah kegiatan untuk menyalurkan/pemair barang
dari gudang atau tempat lain yang ditunjuk ke keita / satuan kerja
pemakai;

Pemeliharaan adalah kegiatan atau tindakan yaagutidn age
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26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

semua barang milik daerah selalu dalam keadaardaailsiap untuk
digunakan secara berdaya guna dan berhasil guna;
Pengamanan adalah kegiatan tindakan pengendalam ga&ngurusan
barang milik daerah

dalam bentuk fisik, administratif, pengasuransian tindakan upaya
hukum;

Penggunaan adalah kegiatan yang dilakukan olehgpeagdalam
mengelola dan menatausahakan barang milik daesalaisgengan
tugas pokok dan fungsi SKPD yang bersangkutan;
Penatausahaan adalah rangkaian kegiatan yang meimbukuan,
inventarisasi dan pelaporan barang milik daerahasetengan
ketentuan peraturan perundang-undangan;

Pemanfaatan adalah pendayagunaan barang milikicpaing tidak
dipergunakan sesuai dengan tugas pokok dan fukgdDSialam
bentuk sewa, pinjam pakai, kerjasama pemanfaatangun guna
serah dan bangun serah guna dengan tidak mengabas s
kepemilikan;

Sewa adalah pemanfaatan barang milik daerah otk jbiin dalam
jangka waktu tertentu dengan menerima imbalan t.amay;

Pinjam pakai adalah penyerahan penggunaan bardikgdaerah
antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daenanta
Pemerintah Daerah dalam jangka waktu tertentu temgreerima
imbalan dan setelah jangka waktu tersebut berakb@rahkan ke
Pangkalpinang kepada Pengelola barang;

Kerja sama pemanfaatan adalah pendayagunaan baildndaerah
oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dalangka peningkatan
penerimaan daerah bukan pajak/pendapatan daerauader
pembiayaan lainnya;

Bangun guna serah adalah pemanfaatan barang raéilad berupa
tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan basgulan/atau
sarana berikut fasilitasnya, kemudian didayagunakeim pihak lain
dalam jangka waktu tertentu yang telah disepauatyk selanjutnya
diserahkan kembali tanah beserta bangunan darsatana berikut
fasiltasnya setelah berakhirnya jangka waktu;

Bangun serah guna adalah pemanfaatan barang radilad berupa
tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan basgualan/atau
sarana berikut fasilitasnya, dan setelah selesabprgunannya
diserahkan untuk didayagunakan oleh pihak lairetersdalam jangka
waktu tertentu yang disepakati;

Penghapusan adalah tindakan menghapus barangdiaditah dari
daftar barang dengan menerbitkan surat keputugapejabat yang
berwenang untuk membebaskan pengguna dan/atau freragguna
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36.

37.

38.

39.

40.

41.

42..

43.

44,

45.

46.

dan/atau pengelola dari tanggung jawab administi@sifisik atas
barang yang berada dalam penguasaannya,;
Pemindahtanganan adalah pengalihan kepemilikamgpandik
daerah sebagai tindak lanjut dari penghapusan deraga dijual,
dipertukarkan, dihibahkan atau disertakan sebagdairpemerintah
daerah;

Penjualan adalah pengalihan kepemilikan barands aiderah kepada
pihak lain dengan menerima penggantian dalam baraog;

Tukar menukar/ruislagh/tukar guling barang mililech adalah
pengalihan kepemilikan barang milik daerah yangkdikan antara
Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Pusat, amtearifgah
Daerah, atau antara Pemerintah Daerah dengan lpihaklengan
menerima penggantian dalam bentuk barang, sekuaraggnya
dengan nilai seimbang;

Hibah adalah pengalihan kepemilikan barang darigggntah daerah
kepada pemerintah pusat, antar pemerintah dageahdari
pemerintah daerah kepada pihak lain, tanpa mengiepanggantian;
Penyertaan modal pemerintah daerah adalah pengél#dgrang milik
daerah yang semula merupakan kekayaan yang tigaatkan
menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitangéebagai
modal/saham daerah pada Badan Usaha Milik NegaeséDatau
badan hukum lainnya;

Penilaian adalah suatu proses kegiatan peneliting gelektif
didasarkan pada data/fakta yang obyektif dan relelemgan
menggunakan metode/teknis tertentu untuk memperolahbarang
milik daerabh;

Daftar barang pengguna yang selanjutnya disingéagan DBP
adalah daftar yang memuat data barang yang digaraka masing-
masing pengguna;

Daftar barang kuasa pengguna yang selanjutnyagftisirdengan
DBKP adalah daftar yang memuat data barang yanmelgn oleh
masing-masing kuasa pengguna;

Standarisasi sarana dan prasarana kerja pemerindalesah adalah
pembakuan ruang kantor, perlengkapan kantor, rudinets,
kendaraan dinas dan lain-lain barang yang memaerlstendarisasi;
Standarisasi harga barang adalah penetapan bésaganbarang
sesuai jenis, spesifikasi dan kualitas dalam Lijgsriode tertentu;
Pembinaan, pengawasan dan pengendalian adalalakegiau
tindakan yang bertujuan untuk mewujudkan tertib iBtrasi
pengelolaan barang milik daerah.
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BAB I
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2
Maksud pengelolaan barang milik daerah adalah untuk
a. mengamankan barang milik daerabh;
b. menyeragamkan langkah-langkah dan tindakan dalagebaaan
barang milik daerah;
c. memberikan jaminan/kepastian dalam pengelolaampgaralik daerah.

Pasal 3
Tujuan pengelolaan barang milik daerah adalah untuk
a. menunjang kelancaran pelaksanaan penyelenggaraseriR&@han dan
Pembangunan Daerah;
b. terwujudnya transparansi dan akuntabilitas dalange®laan barang

milik daerabh;
c. terwujudnya pengelolaan barang milik daerah yartibteefektif dan
efisien.
Pasal 4
(1) Barang milik daerah sebagaimana dimaksud padalR angka 11
meliputi:

a. barang yang dibeli atau diperoleh atas beban ARBD;
b. barang yang berasal dari perolehan lainnya yang sah

(2) Barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada&yhtruf b
meliputi:
barang yang diperoleh dari hibah/sumbangan atag yejenis;
a. barang yang diperoleh sebagai pelaksanaanetganpan/kontrak;
b. barang yang diperoleh berdasarkan ketentuamgngiadang;
atau
c. barang yang diperoleh berdasarkan putusan pgaggdng telah
memperoleh kekuatan hukum tetap.

Pasal 5
(1) Pengelolaan barang milik daerah dilaksanakatdsarkan asas
fungsional, kepastian hukum, transparansi dan lekaan, efisiensi,
akuntabilitas, dan kepastian nilai.

(2) Pengelolaan barang milik daerah meliputi:
a. perencanaan kebutuhan dan penganggaran;
b. pengadaan;
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penerimaan, penyimpanan dan penyaluran;
penggunaan;

penatausahaan;

pemanfaatan;

pengamanan dan pemeliharaan;

penilaian;

penghapusan;

pemindahtanganan;

pembinaan, pengawasan dan pengendalian;
pembiayaan; dan untutan ganti rugi.

BAB 111
PEJABAT PENGELOLA BARANG MILIK DAERAH

Pasal 6

(1) Walikota sebagai pemegang kekuasaan pengelolaanganilik daerah
berwenang dan bertanggung jawab atas pembinagpetiEksanaan
pengelolaan barang milik daerah.

(2) Walikota selaku pemegang kekuasaan pengelolaandaréik daerah
mempunyai wewenang:

3)

2.
3.

4,
5. mengajukan usul pemindahtanganan barang milécdbayang

menetapkan kebijakan pengelolaan barang mikkatg

menetapkan penggunaan, pemanfaatan, atau pdrandanan
tanah dan bangunan;

menetapkan kebijakan pengamanan barang milikabae

memerlukan persetujuan DPRD;

. menyetujui usul pemindahtanganan dan pengha@eamg Milik

Daerah sesuai batas kewenangannya;

. menyetujui usul pemanfaatan Barang Milik Daesalain tanah

dan/atau bangunan;

. menyetujui dan menetapkan penjualan barang aeldcah yang

tidak melalui kantor lelang negara sesuai ketenpgaturan
perundang-undangan.

Dalam melaksanakan wewenang Walikota sebagaimamekdud pada
ayat (1) , dibantu oleh :

a. Sekretaris Daerah selaku pengelola barang ;

b. Kepala Bagian Perlengkapan selaku Pembantu Rémbgearang;

C.

Kepala SKPD selaku pengguna barang;

d. Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah selaku kp@sgguna
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barang;
e. Penyimpan barang; dan
f. Pengurus barang.

(4) Sekretaris Daerah selaku pengelola barangdremg dan
bertanggung jawab :

a. menetapkan pejabat yang mengurus dan menyimgram Milik
Daerah;

b. meneliti dan menyetujui rencana kebutuhan banaitig Daerah;

c. meneliti dan menyetujui rencana keban
pemeliharaan/perawatan barang milik Daerabh;

d. mengatur pelaksanaan pemanfaatan, penghapdaan
pemindahtanganan barang milik Daerah yang telatidis oleh
Walikota atau DPRD;

e. melakukan koordinasi dalam pelaksanaan inveatsirbarang
milik Daerah;
melakukan pengawasan dan pengendalian atas peaayelmhrang
milik Daerah.

(5) Kepala SKPD selaku pengguna barang, berwenang dan
bertanggung jawab atas :

a. mengajukan Rencana Kebutuhan Barang Daerah dan
Rencana Kebutuhan Pemeliharaan Barang Milik Daerah
bagi SKPD yang dipimpinnya kepada Walikota melalui
Pengelola Barang;

b. mengajukan permohonan penetapan status untgkiasesman
dan penggunaan barang miik Daerah yang diperolgéh da
beban APBD dan perolehan lainnya yang sah kepada
Walikota melalui Pengelola Barang;

c. melakukan pencatatan dan inventarisasi baralikj ciaierah
yang berada dalam penguasaannya;

d. menggunakan barang milik daerah yang beradandala
penguasaannya untuk kepentingan penyelenggaraas tug
pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya;

e. mengamankan dan memelihara barang milik daenaty y
berada dalam penguasaannya;

f. mengajukan usul pemindahtanganan barang mikkata
berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak memarluka
persetujuan DPRD dan barang milik daerah selaimhtan
dan/atau bangunan kepada Walikota melalui Pengelola
Barang;
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g. menyerahkan tanah dan/atau bangunan yang tidak
dimanfaatkan untuk kepentingan penyelenggaraarstuga
pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya kepada Wk
melalui pengelola barang;

h. melakukan pengawasan dan pengendalian atasyeay
barang milik daerah yang ada dalam penguasaannya.

(6) Kepala Bagian Perlengkapan selaku pembantu peadedoang
dan sebagai pusat informasi barang milik daeratabggungjawab
mengkoordinir penyelenggaraan pengelolaan baralig daerah
yang ada pada SKPD120

(7) Kepala SKPD selaku pengguna barang milik daeratwdreang
dan bertanggung jawab atas pengelolaan barang aaiéikah di
lingkungan SKPD masing-masing.

(8) Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) selalas&
pengguna barang berwenang dan bertanggung jawab ata
pengelolaan barang milik daerah yang ada di lingeariJPTD
masing-masing.

(9) Penyimpan barang mempunyai tugas menerima, menyichga
menyalurkan barang yang berada pada Pengguna daa ku
pengguna barang.

(10) Pengurus Barang mempunyai tugas mengurus baraigdadrah
dalam proses pemakaian yang ada pada SKPD dan jpelagguna

Pasal 7
Kepala Bagian Perlengkapan sesuai tugas dan fyrsgdurduk sebagai Tim
Pemerintah Daerah dalam Penyusunan Rencana Anggenalapatan dan
Belanja Daerah.
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BAB IV
PERENCANAAN DAN PENGADAAN

Bagian Kesatu
Perencanaan K ebutuhan dan Penganggar an

Pasal 8
(1) Kepala Bagian Perlengkapan dibantu Unit Kegadit untuk
menyusun:
a. standar Sarana dan Prasarana Kerja Pemeririaeaah;
b. standarisasi Harga.

(2) Standarisasi sebagaimana dimaksud pada aylatidf) a, ditetapkan
dengan Peraturan Walikota.

(3) Standarisasi sebagaimana dimaksud pada aylati(di b, ditetapkan
dengan Keputusan Walikota.

(4) Peraturan Walikota dan Keputusan Walikota seimagna dimaksud
pada ayat (2) dan ayat (3),dijadikan acuan dalamyosn rencana
kebutuhan barang daerah dan rencana kebutuhaniparaeh barang
milik daerah.

Pasal 9
(1) Perencanaan kebutuhan barang daerah disusun &&dncana Kerja dan
Anggaran SKPD (RKA SKPD) setelah memperhatikanrketiaan
barang daerah yang ada.

(2) Perencanaan kebutuhan pemeliharaan baranghddistesun dalam
Rencana Kerja dan Anggaran SKPD (RKA SKPD) dengan
memperhatikan barang daerah yang ada dalam pemakaia

(3) Perencanaan kebutuhan barang daerah dan paraalihbarang daerah
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2¢d@man pada
standarisasi sarana dan prasarana kerja pemerirdakaah dan standar
harga.

(4) Rencana kebutuhan barang daerah dan rencantukah pemeliharaan
barang milik daerah sebagaimana dimaksud padg&ys¢bagai dasar
penyusunan RKA SKPD masing-masing SKPD sebagaibaha
penyusunan rencana Anggaran Pendapatan dan BBlaejah.
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Pasal 10
Ketentuan lebih lanjut tentang perencanaan kebatdha penganggaran
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ditetapkan nl&sgaturan Walikota

Bagian Kedua
Pengadaan

Pasal 11
Pengadaan barang milik daerah dilaksanakan bekdasprinsip-prinsip
efisien, efektif, transparan/terbuka, bersaingl/tatfk diskriminatif dan
akuntabel.

Pasal 12
(1) Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa pemerietalh dilaksanakan
oleh panitia pengadaan barang / jasa pemerintalatilae

(2) Panitia Pengadaan Barang/jasa pemerintah ddeéegapkan dengan
Keputusan Walikota.

(3) Walikota dapat melimpahkan kewenangan kep&dCBuntuk
membentuk Panitia Pengadaan dan Panitia Pemeriksaang/Jasa.

(4) Pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksudagatéd), Kepala
SKPD menetapkan Panitia Pengadaan dan Panitia Reasar
barang/jasa.

(5) Panitia pengadaan barang/jasa dan panitia pksadyarang/jasa
melaksanakan tugas sesuai dengan peraturan pegsnddangan.

Pasal 13
(1) Pengadaan barang/jasa pemerintah daerah diktkaa sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Dalam hal pengadaan barang yang bersifat umammtkenganut azas
keseragaman, pengadaan barang/jasa dilaksanakeRerigelola
Barang.

(3) Pengaturan lebih lanjut mengenai pelaksanaaggmman barang/jasa
pemerintah daerah melalui Panitia Pengadaan di@tagengan
Peraturan Walikota.
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Pasal 14
Pengadaan barang daerah dapat dilaksanakan dearggpeenbelian,
pemborongan pekerjaan, membuat sendiri dan swakelol

Pasal 15
(1) Pengguna barang menyampaikan laporan semestandaporan
tahunan daftar hasil pengadaan barang/jasa kepatlieofd melalui
pengelola barang.

(2) Daftar hasil pengadaan sebagaimana dimaksual gt (1) digunakan
sebagai Lampiran Perhitungan APBD.

Pasal 16

(1) Penerimaan barang/jasa dari pemenuhan kewdjilbek Ketiga
kepada Pemerintah Kota berdasarkan perjanjian danp&laksanaan
dari suatu perizinan tertentu, sumbangan, hibakafvdan penyerahan
dari masyarakat atau pemerintah , wajib diseralkaada Walikota
melalui pengelola barang.

(2) Pengelola barang mencatat, memantau dan a&t#tkukan penagihan
terhadap kewajiban Pihak Ketiga sebagaimana dinteada ayat (1).

(3) Penyerahan barang/jasa dari Pihak Ketiga s@baga dimaksud pada
ayat (1), dituangkan dalam Berita Acara Serah Te(BAST) dan
disertai penyerahan dokumen kepemilikan/penguagaag sah.

(4) Hasil penerimaan barang/jasa sebagaimana dudgleda ayat (1)
dicatat dalam Daftar Inventaris Barang Milik Daerah

Bagian Ketiga
Penerimaan, Penyimpanan dan Penyaluran

Pasal 17
(1) Penerimaan barang milik daerah berupa tanafatanbangunan
dilakukan oleh Kepala SKPD atau Pejabat yang dityrgan
selanjutnya dilaporkan kepada Walikota melalui Réolg barang.

(2) Penerimaan barang milik daerah selain tanafatinbangunan
dilakukan oleh penyimpan barang/pengurus barangpggmbat yang
ditunjuk oleh Kepala SKPD dan selanjutnya dilaparkepada
Walikota melalui pengelola barang.
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(3) Penerimaan barang sebagaimana dimaksud pagdllaylan ayat (2)
dilakukan setelah diperiksa oleh Panitia Pemerdesang/Jasa, dengan
membuat Berita Acara Pemeriksaan.

(4) Penyimpan/pengurus Barang melakukan tugas astnaisi penerimaan
barang milik daerah sesuai peraturan perundangngaca

(5) Kepala bagian Tata Usaha/Sekretariat selalaaati@ngsung pengurus
barang/penyimpan barang bertanggung jawab ataks$erianya tertib
administrasi pengelolaan barang milik daerah sebsgea dimaksud
pada ayat (2).

Pasal 18

a. Panitia Pemeriksa Barang Daerah sebagaiman&slichdalam pasal 17
ayat (3) bertugas memeriksa, menguiji, menelitimanyaksikan
barang yang diserahkan sesuai dengan persyaratgrigréera pada
Surat Perintah Kerja (SPK) dan/atau Kontrak/Peganjlan dibuatkan
Berita Acara Pemeriksaan (BAP).

b. Berita Acara Pemeriksaan sebagaimana dimaksialgat (1)
dipergunakan sebagai salah satu syarat tagiham&dgegian
Keuangan.

Pasal 19
Pengeluaran dan/atau penyaluran barang daeralPetejurus barang
dilaksanakan atas dasar Surat Perintah PengelBarang (SPPB) yang
ditanda tangani oleh pengguna barang dan sesugaddmbutuhan disertai
dengan berita acara serah terima.

Pasal 20
(1) Kuasa pengguna barang wajib menyampaikan lag@mesteran dan
laporan tahunan stock atau sisa barang kepada peadgrang.

(2) Pengguna barang wajib menyampaikan laporanstera@ dan laporan
tahunan stock atau sisa barang kepada WalikotdunPlengelola

barang.
BABV
PENGGUNAAN
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Pasal 21
(1) Setiap barang milik daerah yang akan diperganaiteh pengguna
barang dalam menyelenggarakan tugas pokok danif8Ag*D, harus
terlebih dahulu ditetapkan status penggunaannya.

(2) Penetapan status penggunaan barang milik daetsgaimana
dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputd&sikota.

Pasal 22
Penetapan status penggunaan barang milik daeragaetana dimaksud
pada Pasal 20 ayat (2) dilaksanakan sebagai berikut

a. pengguna barang melaporkan barang milik daerag gda pada
SKPD dan yang diterima kepada pengelola barangtdigiengan
usul penggunaan;

b. pengelola barang meneliti laporan sebagaimanaldiud pada
huruf a dan selanjutnya mengajukan usulan penetstpsus
penggunaan kepada Walikota untuk ditetapkaostat
penggunaannya.

Pasal 23
(1) Barang milik daerah yang telah ditetapkan st@enggunaannya
kepada pengguna barang dapat dioperasionalkampitiak lain
sepanjang mendukung/menunjang pelaksanaan tugdsragsi SKPD
yang bersangkutan.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengoperassarig milik daerah
oleh pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayadligtlr dengan
Peraturan Walikota.

Pasal 24
(1) Penetapan status penggunaan barang milik dddeiiukan dengan
ketentuan bahwa barang milik daerah tersebut usgplkentingan
penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi pengguiaadar

(2) Pengguna barang wajib menyerahkan barang daldtah yang tidak
digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tuglaskplan fungai
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepala Waliketalui pengelola
barang.

Pasal 25

(1) Pengguna barang yang tidak menyerahkan bardikgd@erah yang

tidak dipergunakan untuk menyelenggarakan tugaskpdin fungsi
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Satuan Kerja Perangkat Daerah kepada Walikota dikemnsanksi
berupa pembekuan dana operasional dan pemeliharaan.

(2) Barang milik daerah yang sudah tidak diperganak untuk
melaksanakan tugas dan fungsi SKPDdicabut stangpgo@aannya dan
dapat dialihkan penggunaannya kepada SKPD lainnya.

Pasal 26
(1) Dengan pertimbangan tertentu Walikota dapataaleat status
penggunann barang milik daerah dari pengguna barang

(2) Pertimbangan tertentu sebagaimana dimaksudqeaddl) adalah
sebagai berikut:tidak sesuai dengan standar keanto@rang milik
daerah yang telah ditetapkan oleh Walikota;tidgk dggunakan untuk
melaksanakan tugas dan fungsi SKPD;menindaklanfsii audit
penggunaan barang milik daerah.

(3) Tata cara pencabutan status penggunaan baitikgaerah
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dgregaturan
Walikota.

Pasal 27
Barang milik daerah yang telah ditetapkan statuggenaannya
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1), Walilapat menetapkan:
a. status penggunaan untuk penyelenggaraan tugdartgsi SKPD
yang lain;
b. pemanfaatan barang milik daerah dalam rangkealitasi barang
milik daerabh;
c. pemindahtanganan barang milik daerah.

BAB VI
PENATAUSAHAAN

Bagian Kesatu
Pencatatan

Pasal 28
(1) Pengguna/kuasa pengguna barang melakukan paarcaarang milik
daerah ke dalam DBP/DBKP menurut penggolongan ddefikasi
barang.
(2) Pencatatan barang milik daerah sebagaimanedidgada ayat (1)
dimuat dalam:
a. Buku Inventaris (BI) dan
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b. Kartu Inventaris Barang (KIB) A, B, C, D, E, d&n

(3) Golongan dan kodefikasi barang milik daeratagebmana dimaksud
pada ayat (1) berpedoman pada peraturan perundetaqgan.

(4) Pencatatan barang milik daerah sebagaimanedidgada ayat (2)
dilakukan oleh pengurus barang.

(5) Pengelola barang melalui pembantu pengelolarigamelakukan
rekapitulasi atas pencatatan barang milik daerahgsemana pada ayat
(1) huruf a dalam Buku Inventaris Barang Milik Daler

Bagian Kedua
Inventarisas dan Sensus

Pasal 29
(1) Pengelola barang dan pengguna barang melalkaasaeksus barang
milik daerah setiap 5 (lima) tahun sekali untuk gnesun Buku
Inventaris dan Buku Induk Inventaris beserta retkdgusi barang milik
daerah.

(2) Barang milik daerah berupa barang persediaarkdastruksi dalam
pengerjaan dikecualikan dari ketentuan sebagaimiamaksud pada ayat

(1).

(3) Pengelola barang bertanggungjawab atas pelaisasensus barang
milik daerah.

(4) Pelaksanaan sensus barang milik daerah sebagaidimaksud pada
ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

(5) Pengguna barang menyampaikan laporan hasilsdém@sang daerah
kepada pengelola barang paling lama 3 (tiga) bsgéde@lah selesai
pelaksanaan sensus.

(6) Hasil sensus barang milik daerah sebagaimanakdiud pada ayat (5)
ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

(7) Pembantu pengelola menghimpun hasil pelaksase@sus barang milik
daerah.
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Bagian Ketiga
Pelaporan

Pasal 30
(1) Kuasa pengguna barang menyampaikan laporandpaeamesteran dan
laporan barang tahunan kepada pengguna barang.

(2) Pengguna barang menyampaikan laporan barangsseran dan laporan
barang tahunan kepada pengelola barang melaluig@mpengelola
barang.

(3) Pembantu pengelola barang menghimpun lapotzagsémana dimaksud
pada ayat (2) menjadi laporan barang milik daerah.

Pasal 31
Laporan barang milik daerah sebagaimana dimaksladnd@asal 30 ayat (3)
digunakan sebagai bahan untuk menyusun neracahdaera

Pasal 32
Untuk memudahkan pencatatan, inventarisasi dapgeda barang milik
daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, BagahPasal 30 secara
tepat dan akurat, perlu didukung dengan aplikeste8i Informasi
Manajemen Barang Milik Daerah (SIMBADA).

Pasal 33
Pelaksanaan pencatatan, inventarisasi, sensustigropn barang milik
daerah berpedoman pada peraturan perundang-undangan

BAB VII
PEMANFAATAN

Bagian Pertama
Kriteria dan Bentuk Pemanfaatan

Pasal 34
Pemanfaatan barang milik daerah dapat dilakukagatesyarat:
a. tidak mengubah status kepemilikan barang mésrdh;
b. dilaksanakan berdasarkan pertimbangan teknigasiememperhatikan
kepentingan daerah dan kepentingan umum.
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Pasal 35
(1) Pemanfaatan barang milik daerah berupa tanah dardangunan
yang tidak dipergunakan untuk melaksanakan tugkskpdan fungsi
SKPD, dilaksanakan oleh pengelola barang setelafuapat
persetujuan Walikota.

(2) Pemanfaatan barang milik daerah selain tanah @an@ngunan yang
tidak dipergunakan untuk melaksanakan tugas pokokiuhgsi
SKPD, dilaksanakan oleh pengguna barang setelabapan
persetujuan pengelola barang.

Pasal 36
Bentuk-bentuk pemanfaatan barang milik daerah lzerup
a. Sewa,
b  Pinjam Pakai;
¢ Kerjasama Pemanfaatan;
d Bangun Guna Serah dan Bangun Serah Guna.

Bagian Kedua
Sewa

Pasal 37
(1) Penyewaan barang milik daerah berupa tanalatanbangunan
dilaksanakan oleh pengelola barang setelah mengdapsgtujuan
Walikota.

(2) Penyewaan barang milik daerah berupa tanalatanbangunan dan
selain tanah dan/atau bangunan yang masih dipergnrodeh
pengguna barang, dilaksanakan oleh pengguna baeteigh mendapat
persetujuan dari pengelola barang.

(3) Jangka waktu penyewaan barang milik daeramg#dima 5 (lima)
tahun dan dapat diperpanjang.

(4) Pelaksanaan sewa atas barang milik daeralajoii@b dalam Surat
Perjanjian Sewa-Menyewa.

(5) Barang milik daerah selain disewakan dapatreiptiretribusi.

(6) Pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud(dyditetapkan
dengan Peraturan Daerah.
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(7) Hasil penerimaan sewa dan retribusi atas pesasani barang milik
daerah disetor ke Kas Daerah.

Bagian Ketiga
Pinjam Pakai

Pasal 38
(1) Barang milik daerah yang belum dimanfaatkaratidpinjampakaikan.

(2) Pinjam pakai hanya dapat dilaksanakan antareeRetah Pusat dengan
Pemerintah Daerah atau antar pemerintah daerah.

(3) Pinjam pakai barang milik daerah dilaksanakiah pengelola barang
setelah mendapat persetujuan dari Kepala Daerah.

(4) Pinjam pakai tidak merubah status hukum (meatitahgankan)
kepemilikan barang milik daerah.

(5) Jangka waktu pinjam pakai barang milik daeralmpg lama 2 (dua)
tahun dan dapat diperpanjang.
Pelaksanaan pinjam pakai atas barang milik dagtetapkan dalam
Surat Perjanjian Pinjam Pakai.

Bagian Keempat
Kerjasama pemanfaatan

Pasal 39
Kerjasama Pemanfaatan Barang Milik Daerah dendzakpain
dilaksanakan dalam rangka :
a. mengoptimalkan daya guna dan hasil guna Barandk gierah;
b. meningkatkan penerimaan daerabh.

a. Pasal 40
(1) Kerjasama pemanfaatan barang milik daerah shlaékan dengan
bentuk :

a. Kerjasama pemanfaatan barang milik daerah atad tdan/atau
bangunan yang sudah diserahkan oleh pengguna bkeepada
pengelola barang;

b. Kerjasama pemanfaatan barang milik daerah atzgygn tanah
dan/atau bangunan yang masih digunakan oleh peadgarang;

c. Kerjasama pemanfaatan atas barang milik daetammganah
dan/atau bangunan.
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(2) Kerjasama pemanfaatan atas barang milik dessrhagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan olelgglela barang
setelah mendapat persetujuan Walikota.

(3) Kerjasama pemanfaatan atas barang milik dessrhagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c, dilakkan oleh
pengguna barang setelah mendapat persetujuan pknigatang

Pasal 41
(1) Kerjasama Pemanfaatan atas barang milik dablatsanakan dengan
ketentuan sebagai berikut:

a. tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dana dalagyaran
Pendapatan dan Belanja Daerah untuk memenuhi biaya
operasional/pemeliharaan/ perbaikan yang diperltédradap
Barang Milik Daerah dimaksud;

b. mitra Kerjasama Pemanfaatan ditetapkan melaluietedengan
mengikutsertakan sekurang-kurangnya 5 (lima) pageminat
dan apabila diumumkan 2 x, peserta kurang darpatddilakukan
pemilihan langsung dan/atau penunjukan langsungaden
negosiasi baik teknis maupun harga, kecuali untutaBg Milik
Daerah yang bersifat khusus (pengembangbiakantpeéessatwa
langka, pelabuhan laut, pelabuhan udara, pengeltiahah,
pendidikan dan sarana olah raga) dapat dilakukanjekan
langsung;

c. jangka waktu kerjasama pemanfaatan paling lamaig® guluh)
tahun sejak perjanjian ditandatangani dan daparpgmjang;

d. mitra kerjasama pemanfaatan harus membayar kositétap dan
pembagian keuntungan hasil kerjasama pemanfaatak&ring
kas daerah setiap tahun selama jangka waktu peragoge;

e. besaran pembayaran kontribusi tetap dan pembagiamtikngan
sebagaimana dimaksud pada huruf d ditetapkan daili h
perhitungan Panitia Penaksir yang dibentuk denggpukisan
Kepala Daerah dan dicantumkan dalam Surat Penaiggjasama
Pemanfaatan;

f. pelaksanaan kerjasama pemanfaatan atas baranglaelikh
ditetapkan dalam Surat Perjanjian Kerjasama Peratarfa

g. selama jangka waktu pengoperasian, mitra kerjagemeanfaatan
dilarang menjaminkan atau menggadaikan barang aaléah
yang menjadi obyek kerjasama pemanfaatan yaituntdasa/atau
bangunan;
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h. selama jangka waktu pengoperasian, mitra kerjagsmeanfaatan
dilarang mengalihkan pengalihan kerjasama pemanfdatpada
pihak lain;

(2) Biaya pengkajian, penelitian, penaksiran, pemguman lelang
dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan BelanjalDae

(3) Biaya yang berkenaan dengan persiapan dangagla&n penyusunan
surat perjanjian, konsultan pelaksana/pengawasgdib@an pada mitra
kerjasama pemanfaatan yang ditetapkan.

Bagian Kelima
BANGUN GUNA SERAH DAN BANGUN SERAH GUNA

Pasal 42
(1) Bangun guna serah dan bangun serah guna barakglaglah dapat
dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

a. pemerintah daerah memerlukan bangunan dan&sgites untuk
kepentingan pelayanan umum dan untuk menyelenggatakas
pokok dan fungsi pemerintahan daerah;

b. tanah milik pemerintah daerah yang telah disemaloleh pengguna
barang kepada Walikota;

c. tidak tersedia dana APBD untuk penyediaan bamguaan fasilitas
sebagaimana dimaksud pada huruf a.

(2) Bangun guna serah dan bangun serah guna barakglaglah
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakhrpetggelola
barang setelah mendapat persetujuan Walikota.

b.
C. Pasal 43

Bangun Guna Serah dan Bangun Serah Guna BararigDéiérah

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 dilaksanakgamé&etentuan

sebagai berikut:

a. mitra bangun guna serah dan mitra bangun sersndjtetapkan
melalui tender dengan mengikutsertakan sekurangrgmya 5
(lima) peserta/peminat dan apabila di umumkan Rgederta
kurang dari 5 kali, dapat dilakukan pemilihan lamggpenunjukan
langsung dengan negosiasi baik teknis maupun harga;

b. jangka waktu bangun guna serah dan bangun garehpaling lama
30 (tiga puluh) tahun sejak perjanjian ditandataingan dapat
diperpanjang;
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c¢. mitra bangun guna serah dan bangun serah guigateiah
ditetapkan, harus membayar kontribusi tetap keniekekas daerah
setiap tahun yang besarannya ditetapkan berdashalin
perhitungan Tim Penaksir yang dibentuk dengan Kegaut Kepala
Daerah;

d. objek bangun guna serah dan bangun serah gumgabsertifikat
hak pengelolaan milik pemerintah daerah tidak bdigminkan,
digadaikan dan dipindahtangankan;

e. mitra bangun guna serah dan bangun serah ganan@mperoleh
Hak Guna Bangunan diatas sertifikat Hak Pengelataiéik
pemerintah daerah;

f. hak guna bangunan di atas sertifikat hak pengatomilik
pemerintah daerah, dapat dijaminkan dan/atau di@yusesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

g. sebelum mendirikan bangunan, mitra bangun gerehsian bangun
serah guna harus terlebih dahulu mengurus Izin Wigad
Bangunan yang diatasnamakan Pemerintah Kabupaten;

h. mitra bangun serah guna barang milik daerahsh@enyerahkan
hasil bangun serah guna kepada Walikota setelahasnaya
pembangunan untuk ditetapkan pemanfaatannya lebjat]

i. dalam jangka waktu pengoperasian, sebagian bardikgdaerah
hasil bangun guna serah dan bangun serah gunadepat
digunakan langsung untuk penyelenggaraan tugaskptso fungsi
pemerintahan daerah;

j. selama jangka pengoperasian, mitra bangun gunia darabangun
serah guna dilarang mengalihkan perjanjian kerjagaemanfaatan
kepada pihak lain;

k. setelah jangka waktu pendayagunaan berakhira in&ngun guna
serah dan bangun serah guna harus menyerahkanbarjglin guna
serah dan bangun serah guna kepada Kepala Daemgarderlebih
dahulu dahulu diaudit oleh aparat pengawasan fangbi
pemerintah sebelum penggunaannya ditetapkan olpal&®aerah;

I. biaya persiapan pelaksanaan bangun guna sendbadgun serah
guna yang meliputi pembentukan panitia, pengumuipemijaian
aset, kajian, pengumuman lelang dan lain sebagdlitngdankan
dalam APBD;

m. biaya persiapan (penyusunan MoU, Surat Perjajantrak,
Konsultan Perencana / Pelaksanan / Pengawas lzgaieya) serta
pelaksanaan Bangun Guna Serah dan Bangun Serah Guna
dibebankan kepada pihak pemenang.
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Pasal 44
Ketentuan lebih lanjut mengenai pemanfaatan bandiliydaerah diatur
dengan Peraturan Walikota.

BAB VII|I
PENGAMANAN DAN PEMELIHARAAN
Bagian Kesatu
[ Pengamanan

e Pasal 45

(1) Pengelola Barang, Pengguna Barang dan/atau Kuasg e
Barang wajib melakukan pengamanan Barang Milik Blagiang
berada dalam penguasaannya.

(2) Pengamanan barang milik daerah sebagaimana dimpksiadayat
(1) meliputi pengamanan administrasi, pengamarsidian
pengamanan hukum.

(3) Pengamanan administrasi sebagaimana dimaksud patgaantara
lain meliputi :

a. pencatatan/inventarisasi dan penyimpanan sexétg
b. pemasangan label kode lokasi dan kode barang;
c. penyelesaian bukt kepemilikan;

(4) Pengamanan fisik sebagaimana dimaksud pada ayatign lain
meliputi :
a. pemanfaatan sesuai tujuan;
b. penggudangan/penyimpanan baik tertutup mauphoke,;
c. pemasangan tanda kepemilikan;
(5) Pengamanan hukum sebagaimana dimaksud pada agatg2) lain
meliputi
a. negoisiasi/musyawarah untuk mencari penyelesaian
b. upaya pegadilan perdata maupun pidana;

c. penerapan  hukum melalui  tindakan
represif/pengambilalihan, penyegelan atau penyisaaara
paksa.

f. Pasal 46

(1) Barang milik daerah berupa tanah harus digatian atas nama
Pemerintah Daerah.

(2) Barang milik daerah berupa bangunan harus gllgpi dengan bukti
kepemilikan atas nama Pemerintah Daerabh.
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(3) Barang milik daerah selain tanah dan/atau baagtarus dilengkapi
dengan bukti kepemilikan/dokumen pengadaan atas iEmerintah

Daerah.
Pasal 47
(1) Bukti kepemilikan barang milik daerah wajibidipan dengan tertib
dan aman.

(2) Bukti kepemilikan barang milik daerah berupaata dan/ atau
bangunan disimpan oleh pengelola barang.

(3) Bukti kepemilikan barang milik daerah selainah dan/ atau bangunan
disimpan oleh pengguna barang.

Pasal 48

Barang milik Pemerintah daerah dapat diasuranskanai kemampuan
keuangan daerah dan dilaksanakan sesuai keterguato@an perundang-
undangan

Pasal 49
Pihak manapun dilarang melakukan penyitaan terhadap
a. barang milik daerah baik yang berada pada IssRBamerintah
maupun Pihak Ketiga;
b. barang milik Pihak Ketiga yang dikuasai oleh i2heyang
diperlukan untuk penyelenggaraan tugas pemerintahan

Pasal 50
Pihak lain tidak dapat menuntut hak atas tanatkrRéimerintah Daerah
yang sudah bersertifikat apabila dalam kurun wakflima) tahun sejak
diterbitkan sertifikat tidak mengajukan keberatanasa tertulis kepada
Pemerintah Daerah dan/atau Badan Pertanahan Né<mmar Pertanahan
atau gugatan ke Pengadilan.

Bagian Kedua
Pemeliharaan

Pasal 51
(1) Pengelola, Pengguna Barang dan/atau Kuasa Beadarang
bertanggung jawab atas pemeliharaan Barang Milér&layang ada di
bawah penguasaannya.

(2) Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada aya¢ri¢doman pada
Daftar Kebutuhan Pemeliharaan Barang (DKPB).
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(3) Biaya pemeliharaan Barang Milik Daerah dibelzangada APBD.

0. Pasal 52
(1) Kuasa pengguna barang wajib menyusun Daftar Rasileliharaan
Unit Kerja dan melaporkan kepada pengguna baraispssemester.

(2) Pengguna barang wajib membuat Daftar Hasil Pearalédn SKPD
baik yang untuk pemeliharaan yang dilaksanakan pdelgguna barang
maupun yang dilaksanakan oleh kuasa pengguna barang

(3) Pengguna melaporkan Daftar Hasil Pemeliharaan Sggblagaimana
dimaksud pada ayat (2) kepada pengelola barandunpéanbantu
pengelola.

(4) Pembantu pengelola meneliti Daftar Hasil PemediaarSKPD untuk
digunakan sebagai bahan penysunan Daftar Hasil IPemzan Barang
Milik Daerah setiap akhir tahun anggaran.

(5) Daftar Hasil Pemeliharaan barang milik daerah gainaana dimaksud
pada ayat (4) digunakan sebagai bahan untuk medakekaluasi
mengenai efisiensi pemeliharaan barang milik daerah

Pasal 53
(1) Barang bersejarah baik berupa bangunan dan atangokinnya yang
merupakan peninggalan budaya yang dimiliki oleh &amah Daerah
maupun Pemerintah atau masyarakat wajib dipelibl@ata Pemerintah
Daerah.

(2) Pemeliharaan barang bersejarah sebagaimana didhp&da ayat (1),
ditetapkan dengan Keputusan Tanah milik PemeriD&drah yang
sudah bersertifikat.

(3) Biaya pemeliharaan barang bersejarah sebagainmaia&gld pada ayat
(2), dapat bersumber dari APBD atau sumber lairy \san.

BAB IX
PENILAIAN

Pasal 54
Penilaian Barang Milik Daerah dilakukan dalam raaagk
a. Penyusunan neraca daerah;
b. Pemanfaatan barang milik daerah;
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c. Pemindahtanganan barang milik Daerah.

Pasal 55
Penetapan nilai barang milik daerah dalam rangkgysinan neraca
daerah dilakukan dengan berpedoman pada StandaitaXigi
Pemerintahan (SAP)

Pasal 56
(1) Penilaian barang milik daerah sebagaimana dinklalam Pasal 55
dilakukan oleh Tim yang ditetapkan oleh Kepala Baatan dapat
melibatkan Penilai independent bersertifikat dibglpenilaian aset
yang ditetapkan oleh Walikota.

(2) Penilaian Barang Milik Daerah sebagaimana dsudkpada ayat (1)
dilaksanakan untuk mendapatkan nilai wajar, dergiimasi terendah
menggunakan NJOP.

(3) Hasil penilaian barang milik daerah untuk tadah/atau bangunan
ditetapkan oleh Keputusan Walikota.

(4) Hasil penilaian barang milik daerah selain tadan/atau bangunan
ditetapkan oleh Keputusan Walikota.

BAB X
PENGHAPUSAN

Pasal 57
(1) Penghapusan barang milik daerah meliputi:
a. Penghapusan dari Daftar Barang Pengguna barang;
b. Penghapusan dari Daftar Barang Milik Daerah.

(2) Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayatr(f)a dilakukan
dalam hal barang milik daerah sudah tidak beratlardpenguasaan
pengguna barang.

(3) Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayatr(f)a ditetapkan
oleh pengelola barang atas hama Walikota berdasarkaan
pengguna barang.

(4) Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayatr() dilakukan
dalam hal:
a. terjadi pemusnahan;
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b. sudah beralih kepemilikannya;
C. sebab-sebab lain.

(5) Penghapusan barang milik daerah berupa tandhtda bangunan atau
selain tanah dan bangunan ditetapkan dengan Keputalikota
setelah mendapat persetujuan DPRD.

(6) Penghapusan barang milik daerah sebagaimareksiud pada ayat (4)
tidak memerlukan persetujuan DPRD dalam hal:

a. bangunan dimaksud harus segera dibangun ke(rdiadib total)
sesuai dengan peruntukan semula serta yang sifategdesak
dan/atau membahayakan;

b. pemindahtanganan karena sebab-sebab lain sEehgan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

c. penghapusan barang milik daerah selain tanalatdanbangunan
yang bernilai sampai dengan Rp5.000.000.000,- (tmrigar
rupiah) dilakukan oleh pengelola barang setelahdapatkan
persetujuan Walikota.

d. proses penghapusan barang milik daerah dilakaledmPanitia
Penghapusan yang dibentuk dengan Keputusan Walikota

Pasal 58
(6) Penghapusan barang milik daerah dengan tiradgltipemusnahan
dilakukan apabila barang milik daerah dimaksudktidapat
digunakan, tidak dapat dimanfaatkan, dan tidakat
dipindahtangankan; atau alasan lain sesuai ketepeindang-
undangan;

(7) Pemusnahan sebagaimana dimaksud pada ayalaigathakan oleh
pengguna barang dengan surat keputusan dari péambelang atas
nama Walikota;

(8) Pelaksanaan pemusnahan sebagaimana dimaksaidysd?2) di
tuangkan dalam Berita Cara Pemusnahan dan dilap&eq@ada
Walikota melalui pengelola barang.
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Pasal 59
Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan penggaapbarang milik
daerah ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

BAB Xl
PEMINDAHTANGANAN

Pasal 60
(1) Setiap barang milik daerah yang sudah rusakidak dapat
dipergunakan lagi/ hilang/mati, tidak sesuai dengerkembangan
teknologi, berlebih, membahayakan keselamatan, &egamdan
lingkungan, terkena planologi kota dan tidak efidesgi dapat dihapus
dari daftar inventaris barang milik daerah.

(2) Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayilaiganakan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Barang milik daerah yang dihapus sebagaimamakiud pada ayat (2)
dan masih mempunyai nilai ekonomis, dapat dilakukatalui:
(1) pelelangan umum atau pelelangan terbatas;
(2) disumbangkan atau dihibahkan kepada pihak lain.

(4) Hasil pelelangan umum dan/atau pelelangan teslsebagaimana
dimaksud pada ayat (3) huruf a disetor ke kas tiesrauai dengan
peraturan perundang-undangan.

(5) Barang milik daerah yang disumbangkan atalbdititan sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) huruf b, dituangkan dalant&8@cara Hibah
dan dilaporkan kepada Walikota melalui pengelolaibg.

Pasal 61
Bentuk-bentuk pemindahtanganan barang milik dasedlgai tindak lanjut
atas penghapusan barang milik daerah, meliputi:
(1) penjualan;
(2) ruilslag / tukar menukar;
(3) hibah
(4) penyertaan modal pemerintah daerah.

Pasal 62
(1) Pemindahtanganan barang milik daerah sebagaidiaraksud pada
Pasal 62, ditetapkan dengan Keputusan Walikotéaseteendapat
persetujuan DPRD, untuk:
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a. tanah dan/atau bangunan;

b. selain tanah dan/atau bangunan yang bernildn tyi
Rp5.000.000.000,- (lima milyar rupiah).

(2) Pemindah tanganan barang milik Daerah berupshtdan/atau bangunan
yang tidak memerlukan persetujuan DPRD, apabila:

a. Sudah tidak sesuai dengan tata ruang wilayah/penatota;

b. harus dihapuskan karena anggaran untuk bangumaggeti sudah
disediakan dalam dokumen penganggaran;

c. diperuntukkan bagi pegawai negeri;

d. diperuntukkan bagi kepentingan umum ditetapkargden
Keputusan Kepala Daerah;

e. dikuasai Negara berdasarkan Keputusan Pengadilamtglah
memperoleh kekuatan hukum tetap dan/atau berdasketentuan
perundang-undangan, yang jika status keplesmnitya
dipertahankan tidak layak secara ekonomis.

(3) Pemindahtanganan barang milik daerah sebagaidiaraksud pada
ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

(4) Pemindahtanganan barang milik daerah selaahtdan/atau bangunan
yang bernilai sampai dengan Rp5.000.000.000,- (fiilgar rupiah)
dilakukan oleh pengelola barang setelah mendapséfpguan Walikota.

(5) Hasil pelelengan/penjualan barang milik daetiedetorkan ke kas
daerah.

Bagian Kesatu
Penjualan

Pasal 63
(1) Penjualan barang milik daerah dilaksanakan aempgrtimbangan antara
lain:
a. untuk optimalisasi barang milik daerah yangedish;
b. secara ekonomis lebih menguntungkan bagi dagrabila barang
milik daerah di jual;
c. sebagai pelaksanaan ketentuan peraturan pegrugaangan.

(2) Penjualan barang milik daerah dilakukan setedamg, kecuali:
a. penjualan kendaraan perorangan dinas pejabatajeg
b. penjualan rumah dinas daerah golongan lll.

(3) Barang milik daerah lainnya ditetapkan lebihjd& oleh pengelola
barang melalui Keputusan walikota Walikota.
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Paragraf 1
Kendaraan Dinas Oper asional

Pasal 64
Kendaraan dinas operasional dapat digunakan cd¢lkelengkapan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (komisi-komisi) dalam kenmenunjang
penyelenggaraan pemerintahan daerah dan kendaraehut sebagai
kendaraan dinas operasional (pool).

Pasal 65
(1) Kendaraan dinas operasional yang dapat dipelba :

a. kendaraan perorangan dinas, yaitu kendaraas vamey
dipergunakan oleh Walikota dan Wakil Walikota;

b. kendaraan dinas operasional/jabatan yaitu keadatinas yang
dipergunakan untuk operasional jabatan;

c. kendaraan dinas operasional khusus/lapangankeiiidaraan dinas
yang dipergunakan untuk menunjang kegiatan khususlapangan
dan pelayanan umum.

(2) Kendaraan dinas sebagaimana dimaksud pad#&layairuf a, huruf b
dan huruf c ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 66
(1) Kendaraan perorangan dinas sebagaimana dimadiadaich Pasal 65
huruf a, yang telah berumur 5 (lima) tahun lebipatadijual 1 (satu)
unit kepada Pejabat Negara yang bersangkutan Isetelsa jabatannya
berakhir sesuai ketentuan peraturan perundang-gadarang berlaku.

(2) Kendaraan operasional dinas/jabatan sebagaidiaraksud dalam
Pasal 65 huruf b yang telah berumur 5 (lima) tdkbih dapat dihapus
dari daftar inventaris barang milik daerah.

(3) Kendaraan operasional khusus/lapangan sebagaidiamaksud dalam
Pasal 65 huruf c, yang telah berumur 10 (sepubtmr lebih dapat
dihapus dari daftar inventaris barang milik daerabh.

(4) Kepala Daerah menetapkan lebih lanjut umur kesth dinas
operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1)(Zydan ayat (3)
dengan memperhatikan situasi dan kondisi yang ada.
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(5) Penjualan kendaraan dinas operasional sebagaidimaksud pada
ayat (2) dan ayat (3) dilakukan melalui pelelangarum atau
pelelangan terbatas yang ditetapkan dengan Kepuiwadikota.

(6) Kendaraan dinas operasional yang rusak beretidiak dapat
digunakan lagi dapat dihapus dari daftar inventaaismng milik daerah.

Pasal 67
(1) Kesempatan untuk membeli kendaraan peroranigais debagaimana
dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) dan ayat (2) harfgatu) kali,
kecuali tenggang waktu 10 (sepuluh) tahun.

(2) Penjualan kendaraan dinas operasional sebagaidimaksud dalam
Pasal 66 ayat (1) dan ayat (2)) tidak boleh menggakelancaran
pelaksanaan tugas dinas di daerah.

Pasal 68
(1) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaajupéan kendaraan
perorangan dinas, kendaraan dinas operasiona#jaban kendaraan
dinas operasional khusus/lapangan, ditetapkan dePgaturan
Walikota.

(2) Hasil penjualan kendaraan dinas operasionagagtmana pada ayat (1)
disetor ke Kas daerah sesuai dengan peraturandzasrgrundangan.

Paragraf 2
Penjualan Rumah Dinas Daer ah

Pasal 69
(1) Walikota menetapkan penggolongan rumah diaasath dengan
memperhatikan peraturan perundang-undangan yatakbeentang
perubahan/ penetapan status rumah-rumah negeai siesigan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Penggolongan rumah dinas sebagaimana dimaksialgyat (1) terdiri
dari:
a. rumah dinas daerah golongan | ( rumah jabatan).
b. rumah dinas daerah golongan Il (rumah instansi).
c. rumah dinas daerah golongan Il ( rumah pegawai)
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Pasal 70

(1) Rumah Dinas Daerah Golongan | yang sudah seakai dengan
fungsinya akibat adanya perubahan struktur organisadah tidak
sesuai dengan tata ruang/wilayah dan/atau sudapesmdmanti yang
lain, dapat diubah statusnya menjadi rumah dinasatlegolongan Il.

(2) Rumah Dinas Daerah Golongan Il dapat diubalustga menjadi
rumah dinas daerah golongan Ill, kecuali yang takleisuatu
kompleks perkantoran.

(3) Rumah Dinas Daerah Golongan Il dapat diubalustga menjadi
rumah dinas golongan | untuk memenuhi kebutuharahujabatan.

Pasal 71
(1) Rumah dinas daerah yang dapat dijual-belikahadu
a. rumah dinas daerah golongan Il yang telah digimédngannya
menjadi rumah dinas daerah golongan lll;
b. rumah dinas daerah golongan Ill yang telah barutf (sepuluh)
tahun lebih.

(2) Pegawai yang dapat membeli adalah pegawai agbaga dimaksud
dalam Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994hsogmpunyai
masa kerja 10 (sepuluh) tahun atau lebih dan bpkmah membeli
atau memperoleh rumah dengan cara apapun dari iPéaher

(3) Pegawai yang dapat membeli rumah adalah penghoregeng Surat
Izin Penghunian (SIP) yang ditetapkan melalui Kapah Walikota.

(4) Rumah dinas daerah sebagaimana dimaksud patélaylan ayat (2)
tidak dalam sengketa.

(5) Rumah dinas daerah yang dibangun di atas tgaadp tidak dimiliki
oleh Pemerintah Daerah, maka untuk perolehan Hak Aanah
tersebut harus diproses tersendiri sesuai dendantkan Peraturan
Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 72
(1) Harga rumah dinas daerah golongan Il beseata tidak beserta
tanahnya ditetapkan oleh Walikota berdasarkan haigaran dan
penilaian yang dilakukan oleh Panitia yang dibemtekgan Keputusan
Walikota.
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(2) Pelunasan harga penjualan rumah dinas dadedsaakan paling
lambat 10 (sepuluh) tahun.

(3) Hasil penjualan rumah Daerah golongan Ill midierah disetorkan ke
Kas Daerah.

(4) Pelepasan hak atas tanah dan penghapusanadtai Diventaris
ditetapkan dengan Keputusan Walikota setelah haggpialan atau
sewa beli atas tanah dan/atau bangunannya dilunasi.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaajupéan rumah dinas
daerah golongan Il diatur dengan Peraturan Wadikot

Bagian Kedua
Pelepasan Hak Atas Tanah dan atau Bangunan

Pasal 73
(1) Tanah dan/atau bangunan milik/dikuasai pemeridérah dapat
dijual kepada pihak lain.

(2) Penjualan tanah dan/atau bangunan milik/dikuzessiath sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan pertimbanga
menguntungkan pemerintah daerah bersangkutan deagan
pelepasan dengan pembayaran ganti rugi (dijual);
pelepasan dengan tukar menukar /ruislag/ tukanguli

(3) Pelepasan hak atas tanah sebagaimana dimaksudyzda),
ditetapkan dengan Keputusan Walikota setelah mextghagpsetujuan
DPRD;

(4) Perhitungan perkiraan nilai tanah dan/atau bangsebagaimana
dimaksud pada ayat (1), dengan memperhatikan Bk Objek Pajak
atau harga pasaran umum setempat yang dilakukhriPaleitia
Penaksir yang dibentuk dengan Keputusan Walikoteddgat
dilakukan oleh lembaga independen yang bersettifikadang
penilaian aset.

(5) Pelepasan hak atas tanah dan/atau bangunan sehagalimaksud
pada ayat (1), dilakukan dengan pelelangan/tender.
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(6) Pelepasan hak atas tanah sebagaimana dimaksudyzadéd) tidak
berlaku bagi tanah yang telah ada bangunan runmas diaerah
golongan 1l di atasnya.

(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pstephak atas tanah
dan/atau bangunan yang dikuasai/dimiliki daeralagaimana
dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peratedikota.

Bagian Ketiga
Penjualan Barang Milik Daer ah selain Tanah dan/atau Bangunan
Pasal 74

(1) Penjualan barang milik daerah selain tanahatan/bangunan yang
bernilai sampai dengan Rp5.000.000.000,- (lima an)lyupiah
dilaksanakan oleh pengelola barang setelah mengdepsgtujuan
Walikota.

(2) Penjualan barang milik daerah selain tanahadan/bangunan yang
bernilai di atas Rp5.000.000.000,- (lima milyamiah dilaksanakan
oleh Walikota setelah mendapat persetujuan Dewamdkdan Rakyat
Daerah.

(3) Ketentuan lebih lanjut pelaksanaan penjualaargamilik daerah selain
tanah dan/atau bangunan ditetapkan dengan Peralaisota.

Bagian Keempat
Tukar Menukar
Pasal 75

(1) Tukar menukar barang milik daerah dilaksanakamgden
pertimbangan:
a. untuk memenuhi kebutuhan operasional penyeleagga
pemerintahan;
b. untuk optimalisasi barang milik daerah;
c. tidak tersedia dana dalam Anggaran PendapataBelanja
Daerah.

(2) Tukar menukar barang milik daerah dapat dilakudk@mgan pihak :
a. pemerintah pusat dengan pemerintah daerah;
b. antar pemerintah daerah;
c. Badan Usaha Milik Negara/Daerah atau Badan Hufkilik
pemerintah lainnya;
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d. swasta.

Pasal 76
(1) Tukar menukar barang milik daerah dapat berupa

a. tanah dan/atau bangunan yang telah diserahkampelgguna
barang kepada Walikota melalui pengelola barang;

b. tanah dan/atau bangunan barang yang masih dipé@unatuk
penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi pengguaa tetak
sesuai dengan tata ruang wilayah atau penataan kota

c. barang milik daerah selain tanah dan atau bangunan.

(2) Tukar menukar sebagaimana dimaksud pada ayht(af a
dilaksanakan oleh Walikota setelah mendapat pgusetDPRD.

(3) Tukar menukar sebagaimana dimaksud pada ayhu(@f b dan huruf
c dilaksanakan oleh pengelola barang setelah mangapsetujuan
Walikota.

(4) Pelaksanaan tukar menukar tanah dan/atau bangefanjutnya
dituangkan dalam Perjanjian Tukar Menukar.

Pasal 77
(1) Dalam hal terdapat selisih nilai lebih akibat tukeenukar antara
pemerintah pusat dengan pemerintah daerah danpsemterintah
daerah, maka selisih nilai lebih dimaksud dapabditkan.
(2) Dalam hal terdapat selisih nilai lebih akibat tukeenukar antara
pemerintah daerah dengan pihak lain, maka seligihl@ebih dimaksud
harus disetorkan ke kas daerah.

(3) Selisih nilai lebih yang dihibahkan dan/atau ydrsgtorkan ke kas
daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayaitandkan dalam
berita acara.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan toiearukar barang
milik daerah ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Bagian Kelima
Hibah

Pasal 78
(1) Hibah barang milik daerah dapat dilakukan dengertimbangan untuk:
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kepentingan sosial;

keagamaan;

kemanusiaan;

penyelenggaraan pemerintahan;

o0 o

(2) Hibah untuk kepentingan sosial, keagamaan damkusiaan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, hwtahkhuruf c s,
misalnya untuk kepentingan tempat ibadah, pendidikesehatan dan
sejenisnya.

(3) Hibah untuk penyelenggaraan pemerintahan séhaga dimaksud
pada ayat (1) huruf d yaitu hibah antar tingkat @entahan.

(4) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maensenuhi syarat

sebagai berikut :

a. bukan merupakan barang rahasia negara/daerah;

b. bukan merupakan barang yang menguasai hajgt bidung banyak;

c. tidak digunakan lagi dalam penyelenggaraan tpgkek dan fungsi
dan penyelenggaraan Pemerintahan Daerabh;

d. selain tanah dan/atau bangunan yang dari awgkglaannya
direncanakan untuk dihibahkan.

Pasal 79
(1) Hibah barang milik daerah berupa :

a. tanah dan/atau bangunan yang telah diserahkarpetedguna
kepada Walikota;

b. tanah dan/atau bangunan yang dari awal pengadaannya
direncanakan untuk dihibahkan sesuai yang tercadalam
dokumen penganggaran;

c. selain tanah dan/atau bangunan yang telah disaraii&h
pengguna kepada Walikota melalui pengelola barang;

d. selain tanah/atau bangunan yang dari awal pengagaan
direncanakan untuk dihibahkan sesuai yang tercadalam
dokumen penganggaran.

(2) Hibah barang milik daerah sebagaimana dimaksuid ayat (1) huruf a
ditetapkan dengan Keputusan Walikota setelah mextgagpsetujuan
DPRD, kecuali tanah dan/atau bangunan sebagainimia&slid dalam
Pasal 62 ayat (2).
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(3) Hibah barang milik daerah sebagaimana dimaksuid ayat (1) huruf b
yang telah diserahkan kepada pengelola barangplkeh dengan
Keputusan Walikota.

(4) Hibah barang milik daerah sebagaimana dimaksulad ayat (1) huruf c
yang bernilai di atas Rp. 5.000.000.000,- (limayari), ditetapkan
dengan Keputusan Walikota setelah mendapat pensetilPRD.

(5) Hibah barang milik daerah sebagaimana dimaksuié ayat (1) huruf d
dilaksanakan oleh pengguna barang setelah menpleysstujuan
pengelola barang.

(6) Pelaksanaan serah terima barang yang dihibdidkars dituangkan
dalam Berita Acara Serah Terima.

(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaaathiiarang milik daerah
ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Bagian Keenam
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah

Pasal 80
(1) Penyertaan modal Pemerintah Daerah atas bardikglaerah
dilakukan dalam rangka pendirian, pengembangarpdamgkatan
kinerja Badan Usaha Milik Daerah atau Badan Hukaimnlya dan
swasta.

(2) Penyertaan modal pemerintah daerah sebagaidiaa&sud pada ayat
(1) dilakukan dengan pertimbangan:
a. barang milik daerah dari awal pengadaannya sdsngan
dokumen penganggaran;
b. barang milik daerah lebih optimal apabila dikeloleh badan usaha
milik Pemerintah dan swasta, baik yang sudah adguorayang
akan dibentuk.

(3) Setiap barang milik daerah yang akan disertakd@agai modal
pemerintah daerah harus terlebih dahulu diseraké&pada Walikota
melalui pengelola barang.

(4) Penyertaan modal Pemerintah Daerah ditetap&agath Peraturan
Daerah.
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(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara salakan hibah barang
milik daerah diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 81
Barang milik daerah yang digunakan untuk melayapektingan umum
dilarang digadaikan, dibebani hak tanggungan dan/dipindahtangankan
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-urdanga

BAB XI11
PEMBINAAN, PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Pasal 82
(1) Pembinaan terhadap tertib pelaksanaan pengelbi@arang daerah
dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan paengragadangan yang
berlaku.

(2) Pengendalian terhadap tertib pelaksanaan pelagalbarang daerah
dilakukan oleh Kepala Daerah dalam hal ini dilaledam oleh Kepala
Bagian Perlengkapan, Kepala Unit Kerja/UPTD sedeagan
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

(3) Pengawasan terhadap pengelolaan barang méitadalilakukan oleh
Walikota.

(4) Pengawasan fungsional dilakukan oleh aparagg®as fungsional
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-umdanga

Pasal 83
(1) Pengelola barang berwenang untuk melakukan peman dan
investigasi atas pelaksanaan penggunaan, pemantiaa
pemindahtanganan barang milik daerah dalam rangkarpiban
penggunaan, pemanfaatan, dan pemindahtanganargbaildndaerah
sesuai ketentuan yang berlaku.

(2) Sebagai tindak lanjut sebagaimana dimaksud pgata(1) pengelola
barang dapat meminta aparat pengawas fungsionat omtlakukan
audit atas pelaksanaan penggunaan, pentamfagan
pemindahtanganan barang milik daerah.

(3) Hasil audit sebagaimana dimaksud pada ayati¢ampaikan kepada
pengelola barang untuk ditindaklanjuti sesuai kietem perundang-
undangan.
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BAB X1V
PEMBIAYAAN

Pasal 84
(1) Dalam pelaksanaan tertib administrasi pengaiolzarang milik daerah,
disediakan biaya operasional, pencetakan dokunaargkd dan
aplikasi Simbada dibebankan pada APBD.

(2) Pengelolaan barang milik daerah yang mengakaibapendapatan dan
penerimaan daerah diberikan biaya upamgpiiuang
perangsang/insentif kepada aparat pengelola bgengbesarnya
ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

(3) Penyimpan barang dan pengurus barang dalanksaglakan tugas
rutinnya diberikan tunjangan yang besarannya dikan dengan
kemampuan daerah.

(4) Pemberian tunjangan sebagaimana dimaksud pati@3a ditetapkan
dengan Keputusan Walikota.

BAB XV
TUNTUTAN GANTI RUGI DAN SANKSI

Pasal 85
(1) Setiap kerugian daerah akibat kelalaian, pemginaan/pelanggaran
hukum atas pengelolaan barang milik daerah, disitdas melalui
tuntutan ganti rugi sesuai dengan peraturan pengidadangan.
(2) Setiap pihak yang mengakibatkan kerugian dagedhgaimana
dimaksud pada ayat (1) dapat dikenakan sanksi astnaitif dan/atau
sanksi pidana sesuai dengan peraturan perundarzggaal

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tuntutan GRuwigi dan Sanksi
ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB XVI
SENGKETA BARANG MILIK DAERAH

Pasal 86
(1) Penyelesaian terhadap sengekata barang méiladalilakukan terlebih
dahulu dengan cara musyawarah atau mufakat oletKdna/Satuan
Kerja atau Pejabat yang ditunjuk.
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(2) Apabila penyelesaian sebagaimana dimaksud @gata(1), tidak
tercapai dapat dilakukan melalui upaya hukum badasm pidana
maupun secara perdata.

(3) Penyelesaian sebagaimana dimaksud pada aydilékukan oleh
Bagian Hukum dan HAM dan atau Lembaga Hukum yanhgilik.

(4) Biaya yang timbul dalam penyelesaian sengkefakhsikan dalam
APBD.

(5) Tata cara penyelesaian Barang Daerah yangrgkse sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), (2), (3), dan ayat (4}alitean dengan
Keputusan Walikota .

BAB XVII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 87
(1) Barang milik daerah yang digunakan oleh Badayahan Umum
Daerah merupakan kekayaan daerah yang tidak dizieah

(2) Pengelolaan barang milik daerah sebagaimanakdingd pada ayat (1)
mengikuti ketentuan yang diatur dalam Peraturarr&raimi.

BAB XVIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 88
Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka paraferaturan yang
mengatur pengelolaan barang daerah yang bertemaieg@an Peraturan
Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 89
Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis adminidtdititur dengan Peraturan
Walikota

Pasal 90
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggaddiingkan.
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkanyrefagngan Peraturan
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembararabaer Kota

Pangkalpinang.

Ditetapkan di Pangkalpinang
pada tanggal 13 Januari 2009
WALIKOTAPANGKALPINANG,

dto
H.ZULKARNAIN KARIM
Diundangkan di Pangkalpinang
pada tanggal 14 Januari 2009

SEKRETARIS DAERAH
KOTA PANGKALPINANG,

H. HARDI

LEMBARAN DAERAH KOTA PANGKALPINANG TAHUN 2009
NOMOR 1, SERI E
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